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PENELITIAN LAPANGAN BADAN UMUM MILIK DESA DI WILAYAH

MAJALENGKA

. Sejarah dan Topografi Wilayah Majalengka

Kabupaten Majalengka, adalah sebuah kabupaten di Tatar Pasundan
Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Majalengka, Majalengka juga
nama yang sama digunakan dengan nama Kabupaten yang terletak di Jawa Barat.
Sebagai Kota Kabupaten sudah tentu daerah ini mempunyai sejarah serta asal-
usulnya sendiri. Hampir setiap orang Majalengka Percaya bahwa Majalengka
berasal dari bahasa Cirebon yaitu dari kata Majae dan Langka, kata "Maja-e"
artinya Buah Maja-nya, sedang kan kata "Langka" artinya Hilang atau tidak ada.

Ibukota Kabupaten Majalengka adalah Kecamatan Majalengka yang
berjarak 91 km dari ibukota propinsi. Luas daerah Kabupaten Majalengka adalah
1204,24 km2 atau sekitar 2,71% dari luas Propinsi Jawa Barat.

Secara geografis, Kabupaten Majalengka terletak di bagian timur Propinsi
Jawa Barat pada posisi 108° 03’ - 108° 19 BT di sebelah barat, 108° 12° - 108°
25 BT di sebelah timur, 6° 36” - 6° 58’ LS di sebelah utara, dan 6° 43 - 7° 03’
LS di sebelah selatan.

Kabupaten Majalengka, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat,
Indonesia. Ibukotanya adalah Majalengka. Kabupaten ini berbatasan dengan

Kabupaten Indramayu di utara, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan di
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timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya di selatan, serta Kabupaten
Sumedang di barat.

Kabupaten Majalengka terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas
sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Majalengka.
Kantor Bupati terletak di Pendopo, selatan dari Alun-alun Majalengka berdekatan
dengan Masjid Agung Al Imam.

Keadaan morfologi dan fisiografi wilayah Kabupaten Majalengka sangat
bervariasi dan dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian suatu daerah dengan
daerah lainnya, dengan distribusi sebagai berikut :

Morfologi dataran rendah yang meliputi Kecamatan Kadipaten,
Panyingkiran, Dawuan, Kasokandel, Jatiwangi, Sumberjaya, Ligung, Jatitujuh,
Kertajati, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding dan Palasah. Kemiringan tanah
di daerah ini antara 5%-8% dengan ketinggian antara 20-100 m di atas
permukaan laut (dpl), kecuali di Kecamatan Majalengka tersebar beberapa
perbukitan rendah dengan kemiringan antara 15%-25%. Morfologi berbukit dan
bergelombang meliputi Kecamatan Rajagaluh dan Sukahaji sebelah Selatan,
Kecamatan Maja, sebagian Kecamatan Majalengka. Kemiringan tanah di daerah
ini berkisar antara 15-40%, dengan ketinggian 300-700 m dpl. Morfologi
perbukitan terjal meliputi daerah sekitar Gunung Ciremai, sebagian kecil
Kecamatan Rajagaluh, Argapura, Sindang, Talaga, sebagian Kecamatan
Sindangwangi, Cingambul, Banjaran, Bantarujeg, Malausma dan Lemahsugih
dan Kecamatan Cikijing bagian Utara. Kemiringan di daerah ini berkisar 25%-

40% dengan ketinggian antara 400-2000 m di atas permukaan laut.


http://sraksruk.blogspot.com/2012/11/sejara-kabcirebonjawa-barat.html
http://sraksruk.blogspot.com/2012/11/sejara-kabcirebonjawa-barat.html
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Menurut keadaan geologi yang meliputi sebaran dan struktur batuan,
terdapat beberapa batuan dan formasi batuan yaitu Aluvium seluas 17.162 Ha
(14,25%), Pleistocene Sedimentary Facies seluas 13.716 Ha (13,39%), Miocene
Sedimentary Facies seluas 23,48 Ha (19,50%), Undiferentionet Vulcanic Product
seluas 51.650 Ha (42,89%), Pliocene Sedimentary Facies, seluas 3.870 Ha
(3,22%), Liparite Dacite seluas 179 Ha (0,15%), Eosene seluas 78 Ha (0,006%),
Old Quartenary Volkanik Product seluas 10.283 Ha (8,54%). Jenis-jenis tanah di
Kabupaten Majalengka ada beberapa macam, secara umum jenis tanah terdiri
atas Latosol, Podsolik, Grumosol, Aluvial, Regosol, Mediteran, dan asosianya.
Jenis-jenis tanah tersebut memegang peranan penting dalam menentukan tingkat
kesuburan tanah dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian.

Bagian utara wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah, sedang di
bagian selatan berupa pegunungan. Gunung Ciremai (3.076 m) berada di bagian
timur,_yakni di perbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Gunung ini adalah
gunung tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dan merupakan taman nasional, dengan
nama Taman Nasional Gunung Ciremai

Peta Wilayah Majalengka :



http://sraksruk.blogspot.com/2012/11/sejara-kabcirebonjawa-barat.html
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Sebagai sebuah Kota Kabupaten, Majalengka membawahi Kecamatan-
Kecamatan dan Desa-Desa didalamnya, dan tiap-tiap dari Kecamatan dan Desa
tersebut sudah tentu memiliki sejarahnya sendiri-sendiri.

Cigasong adalah salah satu kelurahan di wilayah Kabupaten Majalengka,
Jawa Barat, Indonesia. Sebelumnya Cigasong adalah merupakan desa yang
dipimpin oleh seorang Kepala Desa (kuwu) yang membawahi beberapa
perangkat desanya, namun dalam perkembangannya Desa Cigasong berubah
statusnya menjadi kelurahan. Perubahan status dari desa menjadi kelurahan
terjadi pada tahun 1982.

Peta wilayah cigasong majalengka :

PETA WILAYAH CIGASONG
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Struktur Desa Cigasong :


https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majalengka
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwu
https://id.wikipedia.org/wiki/1982
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STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN CIGASONG
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B. Pengelolaan Bumdes Di Wilayah Cigasong

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan
BUMDes harus diljalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif,
emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme
member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.
Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi
yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-
budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang
dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan
menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari
masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan
BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah

Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak
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ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai

BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama

BUMDes adalah:

1)

2)

3)

4)

Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa
pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian di
sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat
usaha informal;

Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit
menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha
selanjutnya;

Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan
hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki
modal lebih kuat;

Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk
oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal
untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan

menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

BUMDes sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, baik memiliki usaha

produktif maupun yang belum memiliki untuk sama-sama mengembangkan

ekonomi masyarakat desa secara bersama-sama. Karakter BUMDes sesuai
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dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem
pengelolaanya. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal),
agar berkembang usaha masyarakat di desa.

b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan
usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran
dan peningkatan PADesa.

c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam

melakukan penguatan ekonomi di desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes
memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
desa dan sebagai kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga
menunjang program pembangunan di desa.

Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat
BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana
nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja
BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan
kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha
kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai
kehidupan bermasyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi

kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun
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relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan
minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development
based community) desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi
dalam pengelolaannya.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses
penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal
ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar.
Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian
BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang

selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.



